BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1678, 2017 KEMENKEU. pajak Pertambahan Nilai. Pajak
Penjualan atas Barang Mewah. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 171/PMK.03/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
62 /PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN,
PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN

DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN

DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengawasan,
pengadministrasian, pembayaran, serta pelunasan Pajak
Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atas pengeluaran dan/atau penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari
Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dan
pemasukan dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah
Pabean ke Kawasan Bebas telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 tentang Tata
Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran,

Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak
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Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran
dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam
Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari
Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1a) huruf d
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah, Menteri Keuangan diberikan
kewenangan untuk mengatur saat lain sebagai saat
pembuatan Faktur Pajak;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
menjadi Undang-Undang, Menteri Keuangan diberikan
kewenangan untuk menentukan tanggal jatuh tempo
pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk
suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis
pajak;

bahwa untuk menyelaraskan ketentuan mengenai tata
cara pengawasan, pengadministrasian, pembayaran,
serta pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas pengeluaran
dan/atau penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa
kena pajak dari kawasan bebas ke tempat lain dalam

daerah pabean dan pemasukan dan/atau penyerahan
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barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dari tempat
lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017
tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran
Barang ke dan dari Kawasan yang telah Ditetapkan
Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas dan Pembebasan Cukai, perlu mengatur kembali
ketentuan mengenai tata cara pengawasan,
pengadministrasian, pembayaran, serta pelunasan Pajak
Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atas pengeluaran dan/atau penyerahan
barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dari
kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean dan
pemasukan dan/atau penyerahan barang kena pajak
dan/atau jasa kena pajak dari tempat lain dalam daerah
pabean ke kawasan bebas sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal
19 ayat (7), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (12)
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata
Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari
serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
62/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pengawasan,
Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak
Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas
Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari
Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain dalam

Daerah Pabean ke Kawasan Bebas;
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Mengingat

Menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012
tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian,
Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai
dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas
Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke
Tempat Lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan
dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke
Kawasan Bebas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 462);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
62/PMK.03/2012 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN,
PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA
PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM
DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA
PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE
KAWASAN BEBAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 62/PMK.03/2012 tentang tentang Tata Cara
Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta
Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan
atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan
Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan
Bebas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
462), diubah sebagai berikut:
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Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 disisipkan 1 (satu)
ayat yakni ayat (la) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3
(1) Dikecualikan dari ketentuan  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

untuk transaksi tertentu, yaitu:

a. pengeluaran dari Kawasan Bebas oleh
pengusaha atas Barang Kena Pajak yang
berhubungan dengan kegiatan usahanya ke
tempat lain dalam Daerah Pabean yang
dalam jangka waktu tertentu akan
dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas
berupa mesin dan/atau peralatan untuk:

1. kepentingan produksi atau
pengerjaan proyek infrastruktur;

2. keperluan perbaikan, pengerjaan,
pengujian, atau kalibrasi; dan/atau

3. keperluan peragaan atau
demonstrasi;

b. pengeluaran kembali dari Kawasan Bebas
oleh pengusaha atas Barang Kena Pajak
asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang
berhubungan dengan kegiatan usahanya
berupa mesin dan/atau peralatan untuk:

1. kepentingan produksi atau
pengerjaan proyek infrastruktur;
2. keperluan  perbaikan, pengerjaan

pengujian, atau kalibrasi; dan/atau

3. keperluan peragaan atau
demonstrasi;
C. pengeluaran Barang Kena Pajak untuk

kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan
gas bumi serta panas bumi yang atas

impornya Pajak Pertambahan Nilai yang



